PENGEMBANGAN SDM APARATUR YANG
UNGGUL DAN KOMPETEN DIERA
REVOLUSI DIGITAL

Ir. Fahrizal Darminto, MA

STAF AHLI GUBERNUR LAMPUNG
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK



Ir. Fahrizal Darminto, M.A.

Pangkat : PembinadUtamaMadya - IV/D.
Nip : 19641021 199003 1 008
Jabatan : Staf Ahli Gubernur Lampung

Bidang Pemerintahan, Hukum
dan POlitik




Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Planologi, ITB, 1988
2. Post Graduate Diploma in Urban & Regional Planning,
Curtin University, Australia, 1994 (Sponsored by AusAID)
3. Master of Arts (MA) in Planning, Curtin University,
Australia, 1996 (Sponsored by AusAID) .

=

o

Program Pendidikan Reguler Angkatan -53, Lemhannas RI, 2015

Maritime Law Course, Port of Singapore Authority , Singapore ,
1996 (Sponsored by PSA)

6. Local Economic Development Course, University of Souther n
California, Los Angeles, USA,1997 (Sponsored by USAID)

o

7. Perencanaan Stratejik , LAN RI, 2000.

8. TOT Diklat Perenc & Program Pembangunan, Depdagri , 2003
9. Perencanaan Anggaran Kinerja, UGM, 2003

10. Diklat Pim Tingkat [, LAN RI, 2003

11. TOT Diklat Orientasi DPRD, Bandiklat Kemdagri, 2014

12. Diklat Asesor Bagi Pejabat Strategis, BPSDM Kemdagri 2017



O N0 WIN

Riwayat Jabatan /Pekerjaan

Staf Ahli Gubernur Lampung Bid. Pemerintahan, Hukum & Politik.
Kepala BPSDM Prov Lampung

Staf Ahli Gubernur Lampung  Bid. Pembangunan

Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov Lampung
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov Lampung

Kepala Dinas Perkebunan Prov Lampung

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Lampung
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov Lampung

Kepala Biro Otonomi Daerah, Setda Prov Lampung

Kepala Biro Bina Program, Setda Prov Lampung

Wakil Kepala Dinas Bina Marga Prov Lampung

Wakil Kepala Dinas Permukiman Prov Lampung

Kabid Pengelolaan Data & Informatika , Bappeda Prov. Lampung
Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Timur
Kepala Seksi Tata Ruang, Bappeda Prov. Lampung

Kepala PMU - Sumatera Ur ban Dev ot -CBydPoojeat dar vy
(SUDSP), Loan ADB

Asisten Perencana pada LPPJ Institut Teknologi Bandung
Asisten Peneliti pada PPLHO® Institut Teknologi Bandung



FOCUSED GROUP DISCUSSIC

SISTEM PEMILU DALAM MEWUJUDKAN
DEMOKRASI YANG LUBER DAN JURDIL
ERA REVOLUSI DIGITAL

ANALISIS SISTEM PEMILU MENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI DALAM ERA
REVOLUSI DIGITAL

J

PENGEMBANGAN SDM APARATUR N
UNGGUL DAN KOMPETEN DALAM ERA
REVOLUSI DIGITAL




| PLAATEORM PLATEGRM

PLATFECRWPOLNIK
PENEERINTAMAN KEWNSSXRARAMATAN
YUDIKATIF,
—> | EGISLATIF,
EKSEKUTIF
L
KEPUTUSAN
POLITIK v
' PARTISIPASI
l MASYARAKAT
A AN
RAKYAT » = A DUNIA USAHA
WAKIL » & OPERA
RAKYAT, —> RINTAH DAERA
PRES/WP
PEMILU PELAYANAN
MEKANISME > PUBLIK
MEKANISME |, AU Y
T * >
.




Indeks Demokrasi Lampung 26PQ17

Grafik 1. Perkembangan Indeks Demokrasi iIndonesia (1D1) Lampung 2009 — 2017
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GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX
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PERBANDINGAN DATA DAYA SAING BEBERAPA NEGAF

PERINGKAT DAYA

o | NEcaRa SANG __|popuLast 0L KA%'Z%%EESE AN SASTA. RATARATA 10 TH
2013 2018
1 AMERIKA SERIKAT 5 1 325,0 59.501 86 1,4%
2 SINGAPORE 2 2 5,6 57.713 76 4,2%
3 JERMAN BARAT 4 3 82,7 44,549 85 1,2%
4 SWISS 1 4 8,4 80.590 87 1,3%
5 JEPANG 9 5 126,8 38.439 74 0,5%
6 KOREA SELATAN 25 15 51,5 29.891 74 3,0%
7 MALAYSIA 24 25 32,1 9.812 74 4,6%
8 CHINA 29 28 1390,0 8.643 64 7,9%
9 THAILAND 37 38 69,1 6.590 63 3,0%
10 | INDONESIA 38 45 262,0 3.878 64 5,5%
11 | PHILIPINA 59 56 105,3 2.979 63 5,4%
12 | VIETNAM 70 77 93,6 2.353 54 5,8%

Sumber Disarikardari WORLD ECONOMIC FORUM REPIRUN2013dan2018




Pertumbuhan Ekonomi Global Melandai, Ketidakpastian Tinggi, US Dollar Fluktuatif

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
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Global Policy Uncertainty
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Framework Kebijakan Ekonomi Indonesia

Normalisasi kebijakan
moneter AS

Perang Dagang (frade
war)

Pelemahan Ekonomi
Tiongkok

Brexit

Knsis di emerging
markets (Argentina)
Defisit Transaksi Berjalan
Pemilu 2019

Bencana alam

Memperkuat

Fundamental Ekonomi

. Pembangunan

infrastruktur

. Peningkatan kualitas

SDM

. Reformasi institusi

(birokrasilhukum)

. Reformasi struktural

(EODB)

3 Pilar Kebijakan Ekonomi Kunci

Mengimplementasikan
Kebijakan Ekonomi yang

Prudent

. Fiskal

+ APBN aman
(penenimaan meningkat,
belanja efisien, defisit
dan utang terkendali)

. Moneter

* Menjaga stabilitas:
kenaikan suku bunga
dan menjaga supply-
demand valas

. Keuangan dan

Perbankan

* (JK memastikan
implementasi Basel Il

Menyediakan Bantalan

(Safety Net, Buffer
Cushion)

1. Program perlindungan

sosial (ruang fiskal
cukup), Bulog cukup
cadangan beras

. Crisis Management

Protocol dan asuransi
tabungan

. Cadangan devisa

cukup dan kerjasama
keuangan dengan
negara lain/lembaga
internasional (BSA,
CMIM, IMF)

Stabilitas Politik dan Keamanan

KANTOR STAF PRESIDEN
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EKONOMI BISNIS
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KOMUNIKASI BISNIS
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Pilar Visi Indonesia 2045

Pembangunan SDM Pemerataan Pembangunan o

dan Penguasaan limu
Pengetahuan dan
Teknologi
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Ketahanan Nasional dan
Pembangunan ° o Tata Kelola
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INDONESIA MEMILIKI POTENSI BESAR MENJADI NI
INDONESIA EMAS 204£AAJU

GC) “" & Pe.nduduk 3_09 ju;a jiwa A Ekonomi Ke -5 terbesar di dunia

i’ A Usia produktif 52% A Pendapatan per kapita US$29.300
@) A 75% tinggal di kota A Struktur ekonomi bergeser pada sektor
al A 80% kelas menengah bernilai tambah tinggi

A 3% kue ekonomi berasal sektor jasa

Kesiapan
teknologi

Kesiapan

) Tl Tata ruang
infrastruktur Pk K

- ' wilayah

wiv

Sumber Daya
Ekonomi & Keuangan
(APBN)
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Undang-Undang 23 Tahun 2014

URUSAN WAJIB

Pendidikan

Kesehatan

PU & PR

Sosial

Perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman
Ketentraman,Ketertiban
umum dan perlindungan

masyarakat

ﬁenaga kerja 10. Kominfo \
2.PP & PA 11.Koperasi dan UKM;

3. Pangan 12.Penanaman modal

4.Pertanahan 13.Kepemudaan dan olahra
S.Lingkungan hidup 4, giatistik
6. Adm. Kependdkan dan g persandian

pencatatan sipil; 16. Kebudayaan

7.PMD . 17.Perpustakaan dan
8. Pengendalaian :
18. Arsip
penduduk
dan KB;

9. Perhubungan

ja

A 4

URUSAN PILIHAN

|

Potensi, penyerapan tenaga

1. Kelautan dan perikanan;

2. Pariwisata;

3. Pertanian;

4. kehutanan;

5. Energi dan sumber daya
mineral;

6. Perdagangan;

7. Perindustrian; dan

Tansmigrasi.

4
—

Kehutanan; ESDM; kelautan
dan perikanan.
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Revolusi Industri 4.0

End of Beginning of Beginning of
18" century 20" century the seventies

.

1st

Mekanisasl, Produksl massal,

Tenaga Air, Tenaga  assembly line,
Uap Listrik

Komputer dan Cyber Physical
otomatisasl Systems

wita S fwww luturetimeline set/focumSopic! | S650-whry-everyane-must-gat-regdy -for-dth-ndustrig-revaistion/




Lima Klaster Dampak Industri 4.0 (Schwab, 2017)

. Ekonomi - Pertumbuhan, Pekerjaan, Sifat
Kerja

There has never . Bisnis - Ekspektasi Konsumen, Produk
heen a time of dengan Data yang Lebih Baik, Inovasi
A Kolaboratif, Model Operasi Baru
greater

OIOMISE, Of . Hubungan Nasional-Global -

e Pemerintahan; Negara, Region dan Kota;
greater pen Keamanan Internasional

i . Masyarakat - Ketimpangan dan Kelas

TR Dy wiwre
I ¥ ane daan

Menengah, Komunitas

. Individu - |dentitas, Moralitas dan Etika;
Koneksi Antar-Manusia, Pengelolaan
Informasi publik dan privat




1.0 2.0 3.0

Government as Government as Government as Government as
administrator, services provider, facilitator, collaborator,
Citizen as residents Citizen as consumer Citizen as participants Citizen as co-creation




Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

2016 - 2025

Infrastruktur
birokrasi
yang solid
dan kokoh

* Struktur yang ramping

* E-government

* Human capital management

*Budaya ASN yang melayani
dengan basis kebutuhan
masyarakat (citizen demand)

* ASN berwawasan global
» Merit-based system

2026 - 2035

Pemerintahan
yang terbuka
dan
kolaboratif

*Struktur berbasis outcome
* Open government

*Pelayanan yang
berorientasi pada
kepuasan warga (citizen
centric)

*ASN yang kompetitif

2036 - 2045

Kelembagaan
birokrasi yang
andal dan
modern

*Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator
pembangunan (enabler)

* Struktur yang fleksibel, adaptif, dan bersifat lintas
sektor

* People-driven

* Internetworked government dan locally
empowered

*Tatakelola pemerintahan yang inklusif dan
kolaboratif

* ASN berkelas dunia

*Pelayanan publik yang terjangkau, tepat, cepat,
dan berorientasi pada kebutuhan personal




Dampak Revolusi Industri Terhadap
Pemerintah

~
WANTIKNAS

Menyelesaikan permasalahan
publik secara cepat dan tepat

GOVERNMENT 4.0

Beradaptasi segala _ Mengelola anggaran secara
perubahan dengan responsif  ransparan, efektif & efisien




KUALITAS PNS DAN CIRI ORGANISASI

PEMERINTAH ABAD 21
KUALITAS PNS ABAD 2
ORGANISASI x Berintegritas netral,

PEMERINTAMASA beretika, kompeten,

DEPAN capable,profesional
berkinerjatinggi, spesialis

memiliki keungulan dansejahtera
kompetitif, nilai x Selaragolapikir (mind set)

: : & budayakerja (culture set)
tambah, dinamisserta e e

mampu beradaptasi transparan akuntabel dan
dengan tuntutan keteladanan

lingkungan yang selalu

berL!ba_h cepat dan PNS/ASN
sulit diramalkan ‘TO CHANGE INNOVATE

butuh change makerkepemimpinan komitmen, dan INOVASI

Q . Page:23
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KOMPETENSI
TEKNIS

KOMPETENSI
MANAJERIAL

>

><

\/\

KOMPETENSI
APARATUR PEMDA

KOMPETENSI

KOMPETENSI
SOSIO KULTURAL

\/

(

KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

{
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PERMENDAGRI NO 108
TAHUN 2017

Kompetensi Pemerintahan

Pasy 4

1. KebijakanDesentralisasi

2. HubunganPemerintahPusatdenganDaerah;

3. Pemerintahanumum,

4. RengelolaankeuanganDaerah,;

5. UrusanPemerintahanyangmenjadikewenangan
Daerah

6. HubunganPemerintahDaerahdenganDPRD;

/. Etikapemerintahan

25



STANDAR KOMPETENSI ASN DALAM
PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2017

Jenjang Jabatan
ASN

SKP untuk Pelaksana
SKP untuk Pejabat
Fungsional

SKP untuk Pengawas
SKP untuk Administrator
SKP untuk JPT Pratama
SKP untuk JPT Madya

Jabatan tertentu

« SKP untuk Lurah
* SKP untuk Camat
* SKP untuk Sekretaris

Daerah




PILAR PENGEMBANGAN SDM

Aparatur yang kompeten

dan profesional

Pengembangan
Kompetensi

Standardisasi Sertifikasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Bentuk Pengembangan Kompetensi

a) pendidikan

b) pelatihan

c) pembimbingan

d) pendampingan

e) pemagangan

f) konsultasdankonseling

g) seminardanlokakarya

h) kursus

) penataran

]) pembelajararelektronik dan jarak jauh;
K) pembekalanorientasitugas

) pendalamartugas dan

m) pengembangalkompetensiainnya

28



DIMENSI PERUBAHAN



